
BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ry'-9' TAHUN 2013 

TENTANG. 

PENGGUNAAN BELANJA,TIDAK TERDUGA 
UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA BENCANA 

KEBAKARAN DI DESA PURBOSARI 
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 7 
Tahun 2013 tentang Penetapan Kea daan Daru ra t Akibat 
Bencana Khususnya Bencana Kebaka ran di Desa Purbosari 
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, maka perlu 
penanganan secepatnya; 

Mengingat 

b. bahwa keadaan darurat yang timbul a kibat bencana alam, 
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaa n nya da pa t 
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan 
Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Desa Purbosari 
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggun g; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenta n g Pem bentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan g Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tGntang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe~eriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L~baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~ 



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Peruba han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambaha n Lem bara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor· 24 Tahun 2007 ten tang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 No'mor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin tah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahu n 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencan a (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta hu n 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
Undangan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di 
Kabupaten Temanggung ((Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 17); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten TemanggungTahun 2012 Nomor 25w 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 201 2 Nomor 26 Tambahan 
Lem bara n Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaiman a telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan -Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

' 
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 66); 

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 68); 

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Khususnya 
Bencana Kebakaran di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo 
Ka bu paten Temanggung (Berita Daerah Ka bu paten 
Temanggung Tahun 2013 Nomor 23); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNM N BELANJA TIDAK 
TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA 
BENCANA KEBAKARAN DI DESA PURBOSARI KECAMATAN 
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG. 

Pasal 1 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Khususnya 

Bencana Kebakaran di Desa Purbosari Kecamatan Ngad irejo Kabupaten 

Temanggung adalah sebesar Rp56.605.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus 

lima ribu rupiah). 

Pasal 2 

(1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

Penanganan Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Desa Purbosari 

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Temanggung. 

(2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan dan bertanggung jawab 

kepada Bupati Temanggung. 
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Pasal 3 

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 4 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupa ti ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2013 . 

Pasal,5_ . 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pen em patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

SEKDA 

ASISTEN 
--t-1..H/111 

KABAG HUKUM 

Diundangkan di Temanggung 
pada tangga l/6 S'~c2.{)13 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

KEPALA BAPPEDA, 

X 
BAMBANG DEWANTORO 

Ditetapkan di Te~-a~gu~g 
pada tanggal /6 ~p.()1_3 

BUPATI TEMANGGUNG, 

M. BAMBANG SUKARN~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 1/:J 


